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ABSTRAK 
 

KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG 
KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM 
KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA 

KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Jaja Hidayat 
NIM 8233822007 

 
 
Kawasan Hutan seluas 117.04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar 
Kabupaten Pangandaran dikuasai dan dimanfaatkan secara bertahap sejak 1942 
sampai saat ini, oleh Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
untuk lahan pertanian tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) sehingga Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai pemegang 
hak penguasaan dan pengelolaan hutan berdasarkan PP No 72 Tahun 2010 
tentang Perusahan Umum Kehutanan Negara, tidak dapat mengelola dan 
memanfaatkanya sesuai dengan fungsi Kawasan Hutan. Dari permasalahan 
tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kebijakan 
formulasi dan aplikasi hukum pidana di bidang kehutanan terhadap penggarap 
sawah dalam Kawasan hutan tanpa ijin di Desa Sukamulya Kecamatan 
Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.  
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang 
bersifat kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kehutanan serta menganalisis adanya peristiwa hukum pidana terhadap 
penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dari KLHK oleh  
Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan 
Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa. Pertama. kebijakan formulasi 
hukum pidana terhadap Perbuatan menguasai dan mengerjakan Kawasan hutan 
tanpa izin KLHK dirumuskan dalam dua ketentuan, yakni Pasal 50 Ayat (3) UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) UU No. 6 
Tahun 2023 tentan penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang. Kedua. Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap 
perbuatan menguasai dan memanfaatkan Kawasan hutan tanpa izin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dihubungkan dengan Asas 

Lex Posterior Derogat Legi Priori maka penegak hukum hendaknya menerapkan 
Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) Juncto Pasal 78 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 
tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi dan Aplikasi Hukum Pidana; Kehutanan 

 
 
 



ABSTRACT 
 

POLICY FORMULATION AND APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN 
THE FORESTRY SECTOR AGAINST RICE FIELD CULTIVATORS IN 

FOREST AREAS WITHOUT PERMITS IN SUKAMULYA VILLAGE, 
LANGKAPLANCAR DISTRICT, PANGANDARAN REGENCY  

 
Jaja Hidayat 

NIM 8233822007 
 
Forest area covering an area of 117.04 Ha in Sukamulya Village, 
Langkaplancar District, Pangandaran Regency has been controlled and 
utilized in stages since 1942 until now, by Farmer Groups and Forest 
Village Community Institutions for agricultural land without permission 
from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) so that the state 
forestry company KPH Ciamis as the holder of forest control and 
management rights based on Government Regulation Number 72 of 2010 
concerning State Forestry Public Companies, cannot manage and utilize it 
in accordance with the function of Forest Areas. From this problem, the 
problem formulation is how to formulate policies and apply criminal law in 
the forestry sector to cultivators of rice fields in forest areas without 
permits in Sukamulya Village, Langkaplancar District, Pangandaran 
Regency. 
The research method used is a qualitative, empirical juridical approach by 
examining the provisions of laws and regulations in the forestry sector and 
analyzing criminal law incidents regarding the control and use of forest 
areas without permission from the Ministry of Environment and Forestry 
by Farmer Groups and Community Institutions in Sukamulya Village, 
Langkaplancar District, Pangandaran Regency. 
Based on the research results, it can be concluded that. First. The act of 
controlling and utilizing forest areas without permission from the Ministry 
of Environment and Forestry has been formulated in criminal law policy in 
two provisions, namely Article 50 Paragraph (3) of Law Number 41 of 1999 
concerning Forestry and Article 50 Paragraph (2) Letter (a ) Law number 
6 of 2023 concerning the stipulation of Government regulations in lieu of 
law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Second. The 
policy of applying criminal law to acts of controlling and utilizing forest 
areas without permission from the Ministry of Environment and Forestry 
and linked to the Lex Posterior Derogat Legi Priori principle means that 
law enforcers should apply Article 50 Paragraph (2) Letter (a) Juncto 
Article 78 Paragraph (3) of the Law No. 6 of 2023 concerning the 
stipulation of government regulations in lieu of law number 2 of 2022 
concerning Job Creation into Law. 
 
Keywords: Criminal Law Formulation and Application Policy; Forestry 
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